BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada CV X,
berikut adalah beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian:

1. CV X telah melakukan pemenuhan kewajiban administratif perpajakan
dengan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan kepemilikan NPWP dan
telah dikukuhkan sebagai PKP. Selain itu, dokumen CV X yang berhubungan
dengan perpajakan terkait penghitungan, pemotongan, pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan atas PPh dan PPN seperti laporan keuangan tahun
2015, SPT Tahunan, dan SPT Masa tersedia dan lengkap.

2. Tax review yang dilakukan atas pemenuhan kewajiban PPh dan PPN CV X
tahun 2015, diketahui terdapat pajak yang kurang bayar, pajak yang lebih
bayar, dan potensi dikenakan sanksi administrasi berupa bunga. Berikut
adalah hal yang dapat disimpulkan terkait pelaksanaan tax review:

a. Dalam melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap pihak
yang menyewakan ruko, CV X telah melakukan pemotongan dalam
jumlah yang tepat. Terkait penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat
(2) telah dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan.

b. Terkait pemotongan PPh Pasal 21, CV X perlu melakukan
pemotongan untuk pegawai tetap dan bukan pegawai. Dalam
pemotongan PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap, terdapat pajak yang
lebih dibayar karena CV X juga melakukan pemotongan PPh Pasal 21
atas gaji pemilik CV X yang seharusnya tidak perlu dipotong. Namun,
CV X belum melakukan pemotongan terhadap pengusaha bengkel
yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang bekerja sama dalam
melakukan reparasi kendaraan, dalam hal ini dapat dikategorikan
sebagai bukan pegawai dan perlu dilakukan pemotongan PPh Pasal
21. Atas hal tersebut akan menimbulkan kurang bayar PPh Pasal 21
atas Bukan Pegawai. Setelah dilakukan akumulasi penghitungan
kurang dan lebih bayar PPh Pasal 21, jumlah lebih bayar lebih besar
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dibandingkan dengan kurang bayar. Oleh sebab itu, CV X dapat
meminta kompensasi ataupun restitusi atas kelebihan pembayaran PPh
Pasal 21 tersebut. Terkait penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21
telah dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan.

Dalam pemenuhan kewajiban PPh Pasal 25 terkait angsuran PPh, CV
X telah melakukan penghitungan yang sesuai dengan ketentuan yaitu
PPh yang terutang pada pada tahun pajak yang lalu dikurangi kredit
pajak. CV X juga telah menyetorkan dalam jumlah yang sesuai.
Terkait penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 telah dilakukan
sebelum batas waktu yang ditentukan.

Dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 29, terdapat beberapa
rekonsiliasi fiskal terkait biaya yang belum dilakukan oleh CV X,
sehingga biaya yang dapat dikurangkan menjadi semakin kecil dan
penghasilan kena pajak semakin besar. Oleh sebab itu, terdapat PPh
Pasal 29 yang kurang dibayar. Atas hal tersebut perlu melakukan
pembetulan, DJP akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak terkait
pembetulan SPT Tahunan tersebut yang digunakan untuk penagihan
terkait sanksi administrasi yang dikenakan karena pembetulan
tersebut. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran (penghitungan sanksi telah dijabarkan
pada Bab 4). Terkait penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 29 telah
dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan.

. Terkait pemenuhan kewajiban PPN, terdapat kurang bayar PPN yang
seharusnya dibayarkan oleh CV X pada bulan September hingga
Desember. Hal tersebut disebabkan karena terdapat kesalahan
penerapan peraturan PPN, di mana dalam membuat Faktur Pajak
didasarkan atas cicilan yang diberikan oleh konsumen. Sedangkan
menurut UU PPN Faktur Pajak harus dibuat saat penyerahan BKP
(Barang Kena Pajak) karena penyerahan mobil dilakukan sebelum
pembayaran. Hal tersebut menyebabkan kurang dan lebih bayar PPN
pada bulan September hingga Desember. Kurang bayar PPN terjadi
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saat bulan pertama cicilan, sedangkan pada dua bulan berikutnya saat
pembayaran cicilan kedua dan ketiga akan timbul lebih bayar. Hal
tersebut juga mengakibatkan masih terdapatnya lebih bayar PPN pada
dua bulan pertama di tahun berikutnya atas pembelian pada bulan
November dan Desember. Namun, kurang bayar PPN akan menjadi
lebih besar dikarenakan Faktur Pajak seharusnya dibuat atas seluruh
jumlah saat penyerahan mobil. Atas kekurangan pembayaran PPN
tersebut CV X perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN dengan
mengubah penghitungan sesuai dengan hitungan yang benar dan akan
menimbulkan sanksi administrasi yang perlu dibayar oleh CV X.
Sanksi tersebut berupa bunga sebesar 2% untuk setiap bulannya
hingga pembayaran dilakukan (penghitungan terkait sanksi telah
dijabarkan pada bab 4).

5.2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut adalah beberapa
saran yang diberikan peneliti kepada CV X:

1. CV X diharapkan untuk lebih memperhatikan peraturan perpajakan yang
berlaku dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan agar dapat
terlaksana dengan baik dan benar, khususnya dalam melakukan pemotongan
PPh Pasal 21 Bukan Pegawai yang belum dilakukan dan pemenuhan
kewajiban PPN terkait penerbitan Faktur Pajak atas cicilan pembelian mobil
baru selama 3 bulan yang merupakan program promosi CV X.

2. CV X dapat mengajukan permohonan kompensasi ataupun restitusi terhadap
PPh Pasal 21 yang lebih dibayar dengan memperhatikan prosedur yang
berlaku sesuai dengan peraturan perpajakan.

3. CV X lebih baik menjalankan rencananya untuk mengikuti program Tax
Amnesty, selain dapat melaporkan harta yang belum dilaporkan, jumlah
pokok dan sanksi administrasi atas kekurangan pembayaran PPh Pasal 29 dan
PPN dapat dihapuskan karena akan terhindar dari pemeriksaan pajak. Dalam
pertimbangan mengikuti program Tax Amnesty, perusahaan juga disarankan

menghitung biaya dan melihat manfaat yang akan didapatkan perusahaan.
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4. CV X diharapkan dapat melengkapi dokumen-dokumen yang dapat menjadi
syarat agar biaya yang terjadi dapat dikurangkan dalam melakukan
rekonsiliasi fiskal, yaitu daftar normatif terkait biaya entertainment dan biaya
jamuan tamu.

5. CV X diharapkan selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan
terbaru karena peraturan terus berubah dari waktu ke waktu, sehingga
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat terlaksana sesuai dengan peraturan
yang berlaku.

6. CV X diharapkan dapat melaksanakan tax review secara berkelanjutan untuk
memastikan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat terhindar dari
sanksi perpajakan. Bagian yang paling tepat, jika dilihat dari dari struktur
organisasi adalah manajer akuntansi. Namun, jika tidak dimungkinkan CV X
dapat meminta bantuan pihak luar yaitu konsultan pajak untuk melakukan tax
review.

Peneliti berharap saran yang diberikan dapat membantu CV X agar
dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu penghitungan,
pemotongan, penyetoran, dan pelaporan akan pajak terutang dengan lebih baik untuk

ke depannya.
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